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KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, 

karena berkat rahmat dan karunia-Nya, buku ini dapat terselesaikan. 

Buku ini hadir sebagai upaya memberikan pemahaman yang 

komprehensif mengenai Administrasi Publik di Era Digital, sebuah 

konsep modern dalam tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan 

teknologi informasi, big data, kecerdasan buatan (artificial 

intelligence), dan inovasi digital untuk meningkatkan kualitas layanan 

publik, transparansi, serta akuntabilitas. 

Transformasi digital dalam administrasi publik telah menjadi 

keniscayaan di era modern, di mana kebutuhan masyarakat terhadap 

layanan yang cepat, efisien, dan responsif semakin meningkat. Buku 

ini membahas berbagai aspek penting, mulai dari digitalisasi global, 

e-government, smart governance, hingga pengembangan kapasitas 

sumber daya manusia aparatur negara yang adaptif terhadap 

teknologi. Selain itu, penekanan pada digital citizenship, tanggung 

jawab sosial, dan kolaborasi lintas sektor menegaskan bahwa 

administrasi publik digital bukan hanya persoalan teknologi, tetapi 

juga terkait dengan partisipasi masyarakat, etika, dan tata kelola yang 

berkelanjutan. 

Buku ini disusun dengan pendekatan akademik dan praktis, 

dilengkapi referensi jurnal internasional dan studi kasus yang relevan, 

sehingga diharapkan dapat menjadi panduan bagi mahasiswa, 

peneliti, aparatur pemerintah, maupun praktisi administrasi publik. 

Penulis berharap buku ini dapat memberikan wawasan baru, 

memperluas pemahaman tentang transformasi digital di sektor publik, 

dan mendorong implementasi administrasi publik yang inovatif, 

inklusif, dan berkelanjutan. 

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Oleh karena itu, saran, kritik, dan masukan dari para 
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pembaca sangat penulis harapkan untuk perbaikan di edisi berikutnya. 

Akhir kata, semoga buku ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

administrasi publik dan implementasi pemerintahan digital yang 

berkualitas. 

 

Penulis  
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BAB 1  

KONSEP DASAR ADMINISTRASI PUBLIK 

Administrasi publik merupakan suatu disiplin ilmu sekaligus 

praktik yang berfokus pada bagaimana pemerintah, lembaga publik, 

serta organisasi non-pemerintah mengelola sumber daya dan 

melaksanakan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Secara sederhana, administrasi publik dapat dipahami sebagai proses 

penyelenggaraan kepentingan umum melalui kegiatan perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan yang 

dilakukan oleh aparatur negara maupun organisasi publik lainnya. 

Keberadaan administrasi publik menjadi penting karena berfungsi 

sebagai jembatan antara kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah 

dengan pelayanan nyata yang diterima oleh masyarakat. 

Dalam perkembangannya, administrasi publik tidak hanya 

berorientasi pada birokrasi tradisional yang menekankan aturan dan 

hierarki, tetapi juga mencakup paradigma baru seperti New Public 

Management (NPM) yang menekankan efisiensi, efektivitas, dan 

orientasi pada hasil. Bahkan, saat ini berkembang pula konsep 

Governance yang lebih menitikberatkan pada kolaborasi antara 

pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam 

penyelenggaraan layanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa 

administrasi publik bersifat dinamis, selalu menyesuaikan diri dengan 

perubahan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi. 

Selain itu, administrasi publik memiliki peran strategis dalam 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), 

yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, 

partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan warga negara. Dengan 

demikian, studi mengenai konsep dasar administrasi publik tidak 

hanya penting bagi aparatur pemerintah, tetapi juga bagi akademisi, 

mahasiswa, serta masyarakat umum yang ingin memahami 
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bagaimana proses pelayanan publik dijalankan serta bagaimana 

kebijakan publik dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari. 

 

A. Definisi Administrasi Publik 

 

Administrasi publik pada dasarnya merupakan suatu disiplin 

ilmu sekaligus praktik yang mempelajari bagaimana kebijakan publik 

dirumuskan, diimplementasikan, dan dievaluasi dalam rangka 

mencapai kepentingan masyarakat luas. Istilah ini mengacu pada 

seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan 

program-program publik. Salah satu tokoh perintis administrasi 

publik, administrasi publik adalah kegiatan yang terpisah dari politik 

dan berfokus pada pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh 

badan legislatif maupun eksekutif. Definisi ini kemudian 

berkembang, salah satunya yang menekankan bahwa administrasi 

publik tidak hanya menyangkut aspek teknis birokrasi, tetapi juga 

nilai-nilai sosial, etika, dan demokrasi yang mendasari tindakan 

pemerintah. 

Dengan demikian, administrasi publik dapat dipahami sebagai 

kombinasi antara teori, prinsip, serta praktik penyelenggaraan 

pelayanan publik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Administrasi publik tidak hanya berorientasi pada aturan 

formal, tetapi juga pada efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam 

pengelolaan sumber daya negara. Perbedaan definisi dari para ahli 

menunjukkan bahwa administrasi publik adalah konsep yang luas, 

multidimensional, dan selalu berkembang sesuai dengan konteks 

sosial, politik, ekonomi, serta tantangan zaman. 
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B. Sejarah Perkembangan Administrasi Publik 

 

Sejarah perkembangan administrasi publik dimulai pada akhir 

abad ke-19 ketika Woodrow Wilson, Presiden Amerika Serikat yang 

juga seorang akademisi, menulis esai berjudul The Study of 

Administration (1887). Dalam tulisannya, Wilson menekankan 

pentingnya memisahkan politik dan administrasi, dengan asumsi 

bahwa administrasi publik harus fokus pada pelaksanaan kebijakan 

secara efisien, sementara politik berkaitan dengan proses perumusan 

kebijakan. Pandangan ini dikenal sebagai paradigma dichotomy 

politics-administration yang kemudian menjadi dasar lahirnya ilmu 

administrasi publik sebagai disiplin akademik tersendiri. 

Pada abad ke-20, administrasi publik mengalami perkembangan 

pesat seiring dengan munculnya berbagai teori manajemen dan 

organisasi. Era awal menekankan pada prinsip-prinsip birokrasi ala 

Max Weber yang berorientasi pada hierarki, aturan formal, dan 

rasionalitas. Selanjutnya, muncul aliran scientific management dari 

Frederick W. Taylor yang menekankan efisiensi kerja dan 

produktivitas. Pada periode ini, administrasi publik dipandang 

sebagai ilmu yang menekankan efisiensi dan efektivitas dalam 

organisasi pemerintah. 

Memasuki pertengahan abad ke-20, terjadi perubahan 

paradigma melalui gerakan Human Relations yang menekankan 

pentingnya faktor manusia, motivasi, dan hubungan sosial dalam 

organisasi. Hal ini membuat administrasi publik tidak lagi hanya 

fokus pada struktur birokrasi, tetapi juga pada perilaku individu dan 

kelompok dalam organisasi. Kemudian, pada tahun 1960-an hingga 

1970-an, muncul gerakan New Public Administration yang lebih 

menekankan pada nilai keadilan sosial, partisipasi masyarakat, serta 

kepekaan terhadap isu-isu kemanusiaan. 
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Sejak tahun 1980-an, administrasi publik memasuki era New 

Public Management (NPM) yang dipengaruhi oleh prinsip-prinsip 

manajemen sektor swasta. NPM menekankan pada efisiensi, 

efektivitas, orientasi hasil, serta pelayanan publik yang lebih responsif 

terhadap kebutuhan masyarakat. Pada tahap selanjutnya, berkembang 

pula konsep Good Governance dan New Public Service yang 

mengedepankan transparansi, akuntabilitas, kolaborasi, serta peran 

aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

Perkembangan ini menunjukkan bahwa administrasi publik 

adalah disiplin yang dinamis, selalu beradaptasi dengan perubahan 

sosial, politik, ekonomi, dan teknologi. Dari birokrasi tradisional 

hingga tata kelola pemerintahan modern, administrasi publik terus 

mencari bentuk ideal untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi 

masyarakat. 

 

 

 

C. Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis 

 

Administrasi publik dan administrasi bisnis sering kali 

dipandang memiliki kesamaan karena keduanya sama-sama berfokus 

pada pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. 

Namun, keduanya berbeda dari segi orientasi, tujuan, serta 

lingkungan operasional. Administrasi publik berorientasi pada 

kepentingan umum dan pelayanan masyarakat, sedangkan 

administrasi bisnis lebih menekankan pada keuntungan finansial serta 

keberlangsungan usaha. Dengan kata lain, administrasi publik 

berlandaskan pada prinsip kesejahteraan sosial dan keadilan, 
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sementara administrasi bisnis bertumpu pada efisiensi, produktivitas, 

dan profitabilitas. 

Dalam praktiknya, administrasi publik diimplementasikan pada 

organisasi sektor publik seperti lembaga pemerintahan, badan 

pelayanan umum, maupun institusi non-profit. Tujuannya adalah 

untuk memberikan pelayanan yang adil, merata, dan akuntabel 

kepada masyarakat. Sebaliknya, administrasi bisnis diterapkan pada 

perusahaan atau organisasi sektor swasta yang berfokus pada 

pencapaian laba serta kepuasan pelanggan. Walaupun berbeda tujuan, 

keduanya memiliki persamaan dalam penggunaan prinsip manajemen 

seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, 

serta evaluasi kinerja. 

Seiring dengan perkembangan zaman, batas antara administrasi 

publik dan administrasi bisnis semakin cair. Munculnya konsep New 

Public Management (NPM) misalnya, menghadirkan pendekatan 

manajemen sektor swasta ke dalam administrasi publik dengan tujuan 

meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta kualitas pelayanan. Hal ini 

menunjukkan bahwa meskipun administrasi publik dan bisnis 

memiliki orientasi yang berbeda, keduanya saling melengkapi dan 

dapat saling belajar dalam menghadapi tantangan global yang 

semakin kompleks. 

 

D. Peran Administrasi Publik dalam Pemerintahan 

 

Administrasi publik memiliki peran yang sangat penting dalam 

penyelenggaraan pemerintahan karena menjadi instrumen utama 

dalam menghubungkan kebijakan dengan pelayanan nyata kepada 

masyarakat. Melalui administrasi publik, berbagai kebijakan 

pemerintah dapat diterjemahkan ke dalam program-program konkret 
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